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PEMERINTAB KABUPATEN BOJONEGORO 

KeagiD&at 

PERATURAN DAERAB KABUPATEN BOJOJIBOORO 
.NOKOR 19 TABU.N :ZOil 

TElffAlfG 

RBTRIBUSI JASA UJltJ1I 

DE.NGAN RAHIIAT TIJBAlf YAlfG IIAIIA BSA 

BUPATI BOJOllEGORO, 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah 
maka Peratuxan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu 
diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Retnbusi Jasa Umwn; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumurnkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3019 ); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Noroor 
109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pcnyiaran 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4252); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Noroor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang
Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintaban Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
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7. Undang-Undaog Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembarnn Negara Tahun 2004 Noawr 132, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4444); 

8. Undang-Undan.g Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewaiganegiuaan (Lemberan Negara Tabun 2006 Nomor 
63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634); 

9. Undang-Undan.g Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negiuu Nomor 
4674); 

10. Undang-Undan.g Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatean 
Ruang (Lembaran Nepra Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 

11. Undaog-Undan.g 18 Tahun 2008 tcntang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851) ; 

12. Undang-Undan.g Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Llntas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lemboran NegMI Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembanm Negara Nomor 5038); 

14. Undaog-Uodang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Oacrah dan Retribusi Oaemb (Lembo.ran Negara Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

15. Undang-Uodang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan PeratUnlll Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tabun 1975 Nomor 
12, Tambahan Lemboran Negara Nomor 3050); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalu Llntas Jalan (Lembaran Negara Tahun 
1993 Nomor 60, Tnmbahan Lembonm Nepm Nomor 
3529); 

18. Peratunl.n Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahuo 2009 
Nomor 64, Tambahan Lembara.n Negara Nomor 3530); 
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19. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Aoalisis Mengenai Dampak ~ Hidup (Lembaran 
Negara Tabun 1999 Nomor 59, Tambaban Lembaran 
Negara Nomor 3838); 

20. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 14-0, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

21. Peraturao Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undaog-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4 736); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
cara Pemberian clan Pemanfi.Jat:ao lnscntif Pemungutan 
Pajak Oaerab dao Retnousi Oacrah (Lembaran Negara 
Tabun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5161); 

24. Peraturan Mcnteri Perbubungan Nomor : KM. 10 Tahun 
2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat 
Telekoumnikasi; 

25. Peraturan Mcnteri Dalaln Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 
sebagaimana tclah diubab dengan Peraturan Menteri 
Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
Per.04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pt-rnasangim dan 
Peme!iharaan Alat Pemadam Api ringan ; 

27. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor: 
Per.02/Men/ 1983 tentang lnstalasi Alarm Kebakaran 
Automatik; 

28. Peraturan Menteri Perbubungan Nomor 66 Tahun 1993 
tentang Fasilitas Parkir Untu.k Umum ; 

29. Peraturan Bcrsama Menteri Oalam Negcri, Menteri 
Pekerjaan Umum, Menteri Komuaikas;. dan Jnformati.ka 
dan Kepala Badao Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 
18 Tahun 2009, Nomor : 07 /PITT/M/2009, Nomor : 
19/PER/M.KOMINF0/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara 

Telekomunikasi; 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 
1988 tcntang Penyidik Pcgawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Daerah Tingkat Il Bojonegoro Tahun 1988 

Nomor 5 Seri C); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojoncgoro Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi Oan Tata Kerja Oinas Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonego.ro 
Tahun 2008 Nomor SJ sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonego.ro Nomor 6 Tahun 
2010 (Lem baran Oaerab Kabupaten Bojonego.ro Tahun 
2010 Nomor 6) ; 

32. Peraturan Daerab Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Daerab Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3); 

Dengan Penetltja.an Benama 

DEWAN PERWAKILA1' RAKYAT DAERAB KABUPATBK BOJONEGORO 

lleuetaplraD 

BUPATI BOJOJIEGORO 

IIIBIIUTUSKAN: 

PERATURAII DAERAII TEIITAIIG RJn'RIBUSI JASA UJIU1l. 

BABI 
KBTE!ff(JAJI tJKU)I 

Puall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro. 
2 . Pemerintah Kabupaten edalab Pemerintah Kabupatcn 

Bojonegoro. 
3 . Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
4. Pejabat adalah pcgawai yang dll>eri tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku. 

5 . Baden adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usoha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan Jainnya, Badan 
Usaba Milik Negara (BUMN), a tau Baden Usaha Milik 
Daerah (BIJMD) deogan nama dan dalaxn bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisalP messa, organisasi sosiaJ 
politik, atau organisasi l.ainnya, lembaga dan bentuk badan 
Jainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan beotuk 
usaha tetap. 
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6. Jasa adalab kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha 
clan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kernaofaatan laionya yang dapar dioilcmari olch orang 
pribadi atau Baclan. 

7. Jasa Umum ada!ah jasa yang disedlakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan clan 
kemanfaatan umum serta dapat dinilanati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebag.ai 
pembayaran atas jasa yang disediakan atau dillerikan oleh 
Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentiogan clan 
keroaofeatan umum serta dapat dioilaoati oleh orang 
pribadi atau badao-

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan ,yang 
meourut Peraturan Penmdaog-undaogan Retn'busi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk peroungut atau pemotong retribusi tersebut. 

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
rnerupakan batas waktu bagi Wajib Retn'busi untuk 
roeroanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 
dao/ atau proses aJam yang berbentuk padaL 

12. Pengelolaan Saropah adalah ke~tao yang sisternatis, 
roenyeluruh, dan berkesinarohungan yang meliputi 
penguraogan clan penangiman saropah. 

13. Tempat Penampungan Semeotam adalah ternpat sebelum 
sarnpah diangkut ke ternpat pendauran ulang, pengelolaan, 
clan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

14- Tempat Pengolahao Saropah Terpadu adalah tempat 
dilaksanakannya ke~tan peogumpulao. pernilahan, 
penggunaao ulaog, pendauran ulaog, pengolahao, dao 
pemrosesan akhir sarnpah. 

15. Ternpat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk roernproses 
dan meng,.mhalikao $8IDpah ke media lingkungan secara 
aman bagi rnanusia clan linglrungaD-

16. Warga Negara lodonesia (WNl) adalah orang - orang baogsa 
Indonesia Asli clan oraog-oraog baogsa lain yang disahkaD 
deogao Uodaog-Uodang sebag;ai Warga Negwa lodonesia. 

17. Warga Negara Asiog (WNA) adalah orang yang bukan Warga 
Negara Indo.ncsia. 

18. Kartu Keluarga selanjutoya d.isingknt KK adalah kartu 
ideotitas keluarga yang rnemuat data tentaog nama, 
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta ideotitas 
anggota keluarga 

19- Kartu Tanda Penduduk selaojutnya disingkat KTP adalah 
ideotitas resmi penduduk sebagili bukti yang diterbitkan 
oleh Dioas Kependudukan dao Pe:oeatatao Sipil Kabupateo 
Bojonegoro yang berlaku diseluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republilc lndonesia-

20. Register Akta Cetatan Sipil adaJah daftar yang membuat 
data otentik roengeoai peristiwa penting meliputi kelahiran, 
kernatian, perkawinan, perceraian, pengakuan aoak yang 
diterbitkan clan disahkao oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan Peraturan Perundang-unclangan yang berlaku. 
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21. Pengakuan Anak adalah pcngaJruan seorang ayah terhadap 
anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah . at.as 
persetujuan ibu kandung anak tersebut. 

22. Pengesaban Anak adalab pengesaban status seseorang 
anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sab pada saat 
pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. 

23. Pasar adalah tcmpat bertemunya pibak penjual dan pihak 
pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual 
beli terbentuk. 

24. Tempat Dasaran atau Fasilit.a.s Pasar adalab tempat di 
dalam bangunan pasar yang berwujud toko/bedak/kios, 
los, gudang. halaman pasar yang di""diakao untuk 
kegiatan usaha jual beli baraog dageogao 

25. Pemeriksaan atau Pengujiao Alat Pemadam Kebakaran 
adalab tiodakao yang dilakukan oleh petugas yang telah 
dituojuk secara dinas oleh Pemeriotah Daerab untuk 
melakukan pemeriksaan dao/atau pengujian alat pemadam 
kebakaran st'bingga rncnjamin alat pemadam kebakaran 
tersebut selalu dalaln kcadaao herfungsi dengao baik. 

26. Pemuogutan adaJab =tu raT\glraiao l(egiatan mulai dari 
pengbimpunao data objek dao subjek retnbusi, penentuan 
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatao 
penagiban pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasao penyetorannya. 

27. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakao 
untuk mengangkut barang yang dirancang uotuk ditarik 
dao sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor 
penariknya. 

28. Mobil Barang adalab Kendaraan Bermotor yang digunakan 
untuk angkutan barang. 

29. Kereta Gandeng adaJab suatu alat yang dipergunakan 
untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu 
oleh alat itu sencliri dan dirancang uotuk ditarik oleh 
kendaraan bermotor. 

30. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutao 
orang yang memiliki tempa.t duduk maksimaJ 8 (delapao) 
orang, termasuk uotuk Pengemudi atau yang beratnya 
tidak Jebih dari 3.500 (tiga nbu lima ratus) kilogram. 

31. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang 
yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang. 
termasuk untuk Peogemudi atau yang beratnya )ebib dari 
3 .500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

32. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua 
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau taopa 
kereta sampiog atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa 

rumah-rumah. 
33. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak 

bergerak untuk beberapa saat dan ditioggalkan 
pengemudioya. 
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34. Jalan adalab seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan 
peiengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 
Latu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di 
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 
dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel 

danjalan kabel. 
35. Telekom11nikasi adalah setiap peroancaran, pengiriman, 

<Ian atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk 
tanda-tanda, isyarat. tulisan, gambaT, suara, dan bunyi 
melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 
elektrOmagnctik Jainnya. 

36. Menara adalab bangunan khusus yang berfungsi sebagai 
sarana penunjang untuk menempatkan peralatan 
telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya 
disesuailcan dengan keperluan penyelenggi,raan 
telekomumlcasi. 

37. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, 
memililri, menyediakao scrta menyewakan Menara 
Telekomu.oil<asi untuk digunakan bersama oleh 
Penyelenggara Telekonmoikasi 

38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retnousi 
yang telab dilakukao dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara laio Ice leas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlab kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah krcdit retribusi lebih besar 
daripada retnousi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/ atau sanksi Admiuistn:lsi berupa bunga dan/ atau 
denda 

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangim. dan/atau bukti yang 
dilaksaol\kan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Retnousi Daerah dan/atau untuk 
tujuan laio dalam rangka meleksanakan ke•entuan 
Pcraturan Perundang-undanpn Retribusi Daerah. 

43. Penyidikan Tiudak Pidana di Bidang Retribusi Daerah 
adalah serangkaiao tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
untuk mencari serta mengu.mpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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BABU 
RETRIBUSI JASA 1JIIUJI 

Pull1 2 

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 
a. Restribusi Pclayanan Persampahan/Kebersihan; 
b. Retribusi Penggantian Biaya Cetal< KartU Tanda Pendudu.k 

dan Akta Catatan Sipil; 
c. Retnbusi pelayanan pasar; 
d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan 
f. Retnbusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

BABm 
RETRIBUSl PELAYAIIAII PERSAMPABAB/ 

KEBBRSIBA• 
Bagien Keaat:D 

Nama, Objek, dan 8abjek Retrfbua1 

Pua! 3 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persmnpahan/Kebersihan. 
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan 
Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(1) Objek Retnbusi Pclayanan Persampaban/Kebersiban adalah 
pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah yang meliputi: 
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbemya kc 

lokasi pembuangan sementara ; 
b. pengangkutan sampah dari sumbemya dan/atau lokasi 

pembuangan sementara kc lokasi pembuangan/ 
pembuangan akhir sampah; dan 

c. penyediaan lokasi pcmtmangan/pemusnahan akhir 
sampah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana diroaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, 
taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 

Pull1 5 

Subjek Retribusi adalah orang pnbadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati Pelayanao Persampaban/Kebersihan 
dari Pemerintab Daerab. 
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Pual6 

Wajib Retribusi PcJayanan Pcrsampahan/Kebersib.an adalab 
orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasu.k pemungut atau pemotong retribusi. 

Raglan K.edn• 
Cara Menga)alr T!Dgbt Pengmwm J---. Primlip clan 
Saw Del•m Penetapan 8tndttm clan BeaanQ'a Tuff 

Retrlbul 

(1) Tingkat penggunaan jasa retnousi diulrur berdasarkan jenis 
pelayanan, lokasi, dan janglca waktu pelayanan 
persampahan/kebersiha:n. 

(2) Jenis sampah sebagaimana d imaksmt pada ayat (1) adalah 
sampah organik. 

Pual 8 

(1) Prinsip dan sass.ran . dalam penetapan tari! retnllusi 
ditetapkan ;dengan memperbatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat. aspek 
keadilan dan efekt:ivitas peogendalian atas pelayanan 
tersebut 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasi dan pemelibaraan, biaya bungii, dan biaya modal. 

(3) Dalain bal penetapan tari! sepenubnya memperbatikan 
biaya penyediaan jasa, peoetapan tarif banya untu.k 
menutup sebagian biaya. 

BapnKetfp 
Stnaktnr daua Br 1aya Tllrlf'Jtetrfbaai 

Pual 9 

Stru.ktur dan Besarnya Tarif Retnllusi ditctapkan sebagai 
berikut: 

Jen.is 
8-mya 

No. Pelayanatl 
Retrlbul Keterangu> 

llhLI 

1 2 3 4 

A. UKUll 10.000,00/ Sekolab TK, SD 
Bulan sederajat (negeri) 

11.000,00/ Sekolab Tl{, SD 
Bulan sedcraiat lswas•al 
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l 2 3 4 
20.000,00/ - SLTP & SLTA 

Bulan sederajat (negeri) 
- Pcrgu.ruan Tinggi 

• lembaga Pendidikan 
kursus, 

- Pelatiban dJl 
- Puskesmas 

22.500,00/ - SLTP & SLTA 
Bulan sederajat (sWaSta) 

- Perguruan Tinggi 
- lembaga Pendidikan 

kw'sus, 
- Pelatihan dJl 
- Pusat kesebatan 

10.000,00/ Ru.mah Sakit Da.erah 
M3 

12.500,00/ Rwnah Sakit swasta. 
M3 

B. 1'1'01'1'1'1'1AGA 
l. Rumah 2.500,00/ Rwnah tempat tinggal 

TanggaAl Bulan yang di jalan protokol, 
jalan utama, jalan 
kembar tennasuk 
saluran/ got dan berm 
serta. jalan yang 
mempunyai nilai 
ekonomis tinggi. 

2.Rumah 1.500,00/ Rumah Tempat Tinggal 

TanggaA2 Bulan selain pemmaban Al 

3. Perkantoran 25.000,00/ Instansi peroerintah 
Bulan 

4. Perka.ntoran 27.500,00/ Instansi swasta .. 
Bulan 

c. 1'1'1AGA 
l. Niaga Kecil 15.000,00/ Koperasi, Usaha 

Bulan Perorangan, Usaha 
Jasa dan Usaha kecil 
lainnya; 
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2 
2. Niaga sedang 

3. Niaga Besar 

4 . Rumah 
Makan 

D. INDUSTRI 

1. Industri Kecil 

3 
30.000,00/ 

Bulan 

4 
• klinil< swasta, 

apotek. toko obat dan 
praktek dokter. 

• Bank, kantor real 
astate 

• Bengkel S"dang 
• Usaha perseorangan 

yang linglrupnya 
sedang 

• Ruko/toko den 
tempat biburan. 

50.000,00/ • SUpermarket; 
Bulan 

• Bengkel besar ; 
. ~gan besar. 

20.000,00/ Rum.ah Makan dengan 
Bulan fasilitas kunli 20 at:au 

lebih. 

15.000,00/ Rum.ah Makan dengan 
Bulan fasilitas kurang . 20 

kursL 

15.000,00/ Industri 
Bulan Tangga 

Rumah 

2. Jodustri Besar 100.000,00/ Jodustri logiun dan 
Bulan roesin dasar, industri 

E PASAR 

F. B.BUSUS 

1. Kegiatan 
usaha 
dikeramaien 
umum 

dasar dan aneka 
industrL 

10.000,00/ Dibayar oleh pengelola 
M' pasar 

l.000,00/ Per Kios, Los, Warung, 
Harl Pedagang. pasar 

roaJaro dan kegiatan 
yang bersifat 
komersial 

2 . Membuang 5.000,00/M' 
Sampah 
secara 
langsung ke 
TPA 
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1 2 3 4 

3. Sampah 
keramaian 
umum yang 
sifatnya: 
a. Komersiil 1.000. 000 ,00 / Massa yang hadir s/ d 

Hari SOOorang 
1.500.000,00/ Massa yang hadir 500 

Hari s/d 1000 orang 
2.500.000,00/ Massa yang hadir lebih 

Hari dari 1000 orang 

b. Non 500.000,00 I Massa yang hadir s/d 
Komersiil Hari 500 orang 

1.000.000,00/ Massa yang hadir 500 
Hari s/d 1000 orang 

1.500.000,00/ Massa yang hadir lebih 
Harl dari 1000 orang 

Bag:l•n Keempat 
.llua clan Saat Retribaai Tcrutang 

PuallO 

Masa retribusi adalah batas waktu bagj Wajib retribusi untuk 
memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang 
laroanya l{satu) bulan kalender. 

Pual 11 

Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi pada saat 
pelayanan persampahan/kebersiban diberikan atau sejak 
diterbitkan SKRD atau dokwnen lain yang dipersamakao. 

BAB IV 
RETRIBUSI PERGOA1'1TL\lf BIAYA CBTAK KARTU TAlO>A 

PENDtJDUJ[ DAB AKTA PElfCATATAB 8IPJL 

Bagl•n 1'mtu 
1'._ Objck, clan Sabjek Retribuai 

Pua1 12 

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retnlrusi atas 
pelayanan cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
yang dise!enggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
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Pual 13 

Objck Retribusi adalah pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Aleta Catatan Sipil yang terdiri : 
a_ kartu tanda penduduk; 
b. kartu keluarga; dan 
c. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta 

perceraian, akta pengesahan clan pengaJruan anak, akta 
ganti nama bagi warga negara asing. clan akta kematian. 

Pua1 14 

Subjek Retribusi Peoggaotian Bia,ya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang 
memperoleh pelayanan penyelenggaraan administrasi 
kependudukan dan akta catatan sipil. 

Pual 115 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk clan Akta 
Catatan Sipil dari Pcmerintah Dacrah. 

Bagl• n Kedna 
Cara llengu)mr Tingbt Pena,u,aan Jua, PrlDslp clan. 
Sasanm Dalam Penetapan Stnlktm clan. Be1NL1'21J'& Tadt 

Retribaai 

Pua1 16 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah 
dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan. 

Pua! 17 

(11 Prinsip dan sa.sara.n dalam penetapan tarif retribusi 
penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta 
catatan sipil ditetapkan dengim memperhatikan bfaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, clan efektifitas pengendalian 
atas pelayanan tersebut. 

(21 Biaya s,,hagairnana dimaksud pada ayat (11 meliputi biaya 
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

Rapin Ketlp 
stnaJmu clan Beanl:,a Tadt Retribuai 

Pual 18 

Struktur clan besamya tariI Retnousi ditetapkan sebagai 
berikut; 
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Jfo. JE8JB PEL&YAIUII 

1 2 
I PELAYANAN PENDAFrARAN PENDUDUK: 

2 

a. Kartu kelllrgil (KK) 
- WNI 
- WNA 

b . Kartu taDda penduduk(KTP) 
- WNI 
• WNA 

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL: 
a. Aleta Perkawinan 

1. Peocatatan perkawinanWNI 
a. Di kantor pada jam kaja 
b. Di Juar kantor padajam lrerja 
c. Di luar kantor pada bari 

blmr/ diluar jam kerja 

b . Akta kelahiran 
- kclabiran (Umum) /usia 0-60 hari 
- kclab.iran ,clambat usia 60 hari 

C. Aleta Percenuan 
1. Kutipan Akta Pcrocraian untuk WNI 

a Pencatarsm sa.mpai dcngan 30 
hari sctclah Putusan Pengadilan 
Neg,eri. 

b. Pcncatatan lcbih dari 30 hari 
&et.elab purusan Pengadilan 
Negeri. 

2 . Kutipan Akta Pcn:craian untuk WNA 
a. Pencatatan sampai dengan 30 

hari setclah putusan Pcngadllan 
Ncgeri. 

d. Pcncatatan dan Pencrbitan Akta 
Kematian : 

1. Kutipan Akta Kematian bagi WNJ 
2. Kutipan Akta Kematian bagi WNA 

e. Pcncatatan dan Penerbitan Aleta 
Pengakuan Anak, Pcngesahan Anal<: 
1. Aleta peng:akuan anak Juar rulmh 

bagiWNA 
a. Kutipan akta pengnknan anak 

kurang dari atau sampai dengan 
30 hari setelah tanggal 
Penletujuan dari orang tua 
kandung dari (biologis)nya. 

2. Akta pcngc,;ahan anak bagi WNI 
a. Kutipan akta penge,,ahan anak 

kurang dari atau sampai dengan 
30 hari sebclUITI tanggal 
pcrkawinan orang tua. 

BIAYA 
PElfGGAlffl 
CBTAK•-.1 

3 

00 
100, 000,00 

00 
100,000,00 

50.000,00 
75.000,00 

100.000,00 

00 
00 

65.000,00 

90.000,00 

250.000,00 

00 
250.000,00 

500.000,00 

500.000,00 

00 
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1 2 3 
3. Aleta pengesahan anak begi WNA 

a. Kutipan akta pengesahan anak 500.000,00 
kunmg dari atau oampai dengan 
30 bari scbclum tanggll) 
perknwinan orang tua. 

Bagutn~pat 
llua dan Saat Retribui Terutanc 

Pua! 19 

Masa retribusi adaJab jangka lamanya sama dengan jangka 
waktu P"manfaatan pelayanan peoyelenggaraan admilllstrasi 
kependudukan dan a)rta catatan sipiL 

Pual20 

retribusi peoggaotian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 
alcta catatan sipil yang terutang terjadi saat diterbitkan SKRD. 

BABV 
Rl!:TRJBUSI PELAYAIIAJI PA.SAR 

Bagl•n 'r.esatu 
Name, Objek, dan 8abjeJ< Retrilnw 

Pua! 21 

Dengan nama Retnousi PeJayanan Pasar dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pa.sar 
tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola 
Pemerintah Kabupaten, clan kbususnya di'lediakao untuk 
pedagaog. 

Pua! 22 

(I) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas 
pasar tradisiooal/ sederhana, berupa pelataran, Jos, kios 
yang dikelola Pemerintah Kabupateo, dan kbusus 
disediakan untuk pedagang. 

(21 Dikecualikao dari objek Retnousi sebagaimaoa dimaksud 
pad a ayat ( 1 J adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola 
oleb BUMN, BUMD dan pibak swasta. 

Pual 23 

Subjek Retribusi PeJayanan Pasar adalah orang pribadi atau 
badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pa.sar 
tradisional/ sederhana yang diSPdiakan clan dikelola oleh 
Pemerintah Kabupaten. 
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Pual 24 

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau 
badan yang menurut Peratman Perundang - undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
tennasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

Ba&fen 'Keclaa 
Cara llengulr:nr Tfngbt Pengpnaan. Jua. Prbwp clan 
Suan.n DeI•m Penetapen 8tmktm dan Beearnya Tarif 

Retribual 

Paeal 25 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur 
berdasarkan kelas pasar, tempat jualan, jenis dagangan, luas, 
frekuensi danjangka waktu pelayanan. 

Paeal 26 

(1) Prinsip dan sasaran dalaJn penetapan besamya tarif 
retnousi dirnaksntUcan untuk menutup biaya 
penyeleoggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar 
dengan mempertimbaogkan kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan dan efektifitas peogendalian. 

(2) Biaya seb,\gairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasional, pemeliharaan fasilitas pasar dan biaya modal. 

Raglan l{etlga 
Struktnr clan. Besenaya Tarif Retribuai 

Struktur dan besaroya tarif adalah sebagai berikut 
IL Tarif Retribusi Pasar : 

1. Pasar Kelas I (tipe pasar deogan peodapatan/ omzet 
pertabun lebih dari 250 juta) 
a) Toko 

1) Lokasi 1 ( toko yang berlakasi di bagian luar pasar 
dan meogbadapjalanraya) Rp. 350,00/ m2

/ hari 
2) Lokasi 2 (toko yang berlokasi di bagian dalam 

pasar) Rp. 300,00/ m2
/ hari 

b) Bedak: 
1) Daging dan ikan basah Rp. 250,00/m2 /hari 
2) Basil Bumi Rp. 200/m2 /bari 

c) Los Rp. 150,00/m2 /hari 

2. Pasar Keias IJ (tipe pasar dengan peodapatan/ ornzet 
pertahun kurang dari 250 juta) 
a) Toko 

1) Lokasi 1 Rp. 300,00/ m•/ bari 
2) Lokasi 2 Rp. 250,00/ m2

/ bari 
b) Bedak Rp. 200,00/nr/ bari 
c) Los Rp. 150,00/m2

/ bari 
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b. Tari! Retribusi Pasar Hewan; 

Tari! 
No. JenisTemak Ket. 

(Rp.) 

1 2 3 4 
1 Sapi/kerbau/Kuda 6.000,00 /e'Jror 

Dewasa 

2 Sapi/kerbau/Kuda 4.000,00 /e'Jror 
Anakan 

3 Kambin2 2.000.00 /elcor 

c. Tari! Retnbusi pemakaian fasilitas umum berupa kamar 
mandi/MCK pasar, sebesar: 
a) Mandi/Buang Air besar Rp. 2 .000,00 
b) Buang Air kecil Rp. 1000,00 

. Jlael•D Eeempat 
Mua dan Saat Retrilnaal. Tenrtaag 

Pual 28 

Masa retribusi yang terutang adalah batas waktu bagi Wajili 
Retribusi untuk "''"roaofaatkan pclayanan penyediaao fasilitas 
pasar tradisional/seclerhana yang lamailya sama dengan jangka 
waktu lamanya pelayanan peroakaian fasilitas pasar 
tradisonal/ sederhana 

Pual29 

Saat retribusi terutang terjadi dalam roasa retribusi sejak 
pelayanan pemakaiao fasilitas pasar tradisional/sederhana 
diberikan atau sejak diterbitkao SKRD atau sejak dokumen 
yang dipersama.kan dlberikan. 

BABVI 
RETRIBUSI 'PENERIK84 41' 41.AT PBIIADAII KBBAKARAN 

Bagi■n K ta 
Kama, Objek, cw, 8abjek Retrllnw 

Pual30 

Deogan nama Retribusi PemPriksaao Alat Pemadam Kebakaran 
dipungut Retnbusi atas pelayanan pemeriksaao dan/atau 
pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulaogan 
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemcrintah 
Daerah. 
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Pual 31 

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat p,.madam Kebakaran adalah 
pelayanan pemeriksaan clan/ atau pengujian alat pemadam 
kebakaran, alat penangguJangan keba.karan, clan alat 
penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat
alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, clan 
alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan 
oleh masyarakat. 

Pual 32 

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadarn Kebakarao adalah 
orang pribadi atau Bad.an yang memperoleh pelayanan 
pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam 
kebakaran. 

Pual 33 

Wajib Retribusi PemCJ"llc:saan A.lat Pernodam Kebakaran ada1ab 
orang pnlladi atau badan yang menurut Peraturan Perundang
undangan Retribusi diwajibkan untul< mclakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

Bagl•a 'l[edna 
Can. llengnlmr Tfn&bt l'eDggmuum J---. Prbudp den 
SuanJ, DaJ•m Pen.etap,m Straktllr den Besanip. Tartf 

Retrfbu1 

Pual 34 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, 
volume dan jumlab alat Pernedem Kebakaran yang diperiksa 
dan/ atau diuji. 

Pual 3S 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 
Rctribusi adalab unruk menutup sebagian biaya 
penyclenggaman pelayanan pemeriksaan dan/atau 
pengujian dengan mempertirnbaogkan kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian. 

(2) Bia ya sebagaimaoa dimaksud pada ayat ( 1) rneliputi biaya 
perneriksaao dan/atau pengujian. 

Bagi•D Jtetlp 
Struktnr den .Beuni:,a Tari( Retribu.d 

Pual 36 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai 
berikut: 
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No. Kelompok Obyek Retrilnud 
._ya 
R.etrilnasi 

1 2 3 

1. Alat Pemadam Kebakaran 
yang berisi busa. super busa, 
gas, CO2 dan sejenisnya 

Rp. 2.000.00/tabung/ 
tahun a. 1 s/d 25 liter 

b . 26 s/d SO liter 

c. 51 s/d 150 liter 

d. Lebih dari 150 liter 

Rp. 2.500,00/tabwlg/ 
tahun 

Rp. 3.000,00/t.abung/ 
tabun 

Rp. 4.000,00/tabung/ 
tahun 

2. Alat Pemadam Kebakaran 

3. 

4. 

5. 

yang berisi gas dan 
sejenisnya : 

a. 1 s/ d 25 liter 

b. 26 s/d 50 liter 

c . 51 s/d 150 liter 

d. Lebih dari 150 liter 

Rp. 3.000,00 /tabung/ 
tahun 

Rp. 4.000,00/tabung/ 
tahun 

Rp. 5.000,00/tabung/ 
tahun 

Rp. 6.000,00/tabung/ 
tahun 

Instalasi alarm kebakaran Rp. 
otomatis tiap zone tiap 20 

3.000,00/titik/ 
tahun 

(dua puluh) titik 
lnstalasi hydrant tiap box Rp. 
hydrant/hydrant pilar 
Instalasi springkler tiap pipa Rp. 
pembagi atau maksirou m 48 
(empat puluh dclapan) 

B•glan Keempat 

3.000,00/titik/ 
tahun 
3 .000,00/titik/ 
tahun 

Mas& clan Saat R.etril>aai Tenatan& 

Pua1 37 

Masa Retribusi yang terutang adalah batas waktu bagi wajib 
retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian alat 
pemadam kebakaran ringan (APAR) yang lamanya sama dengan 
jangk:a waktu lamanya pelayanan pengujian alat pemadam 
kebakaran ringan yang diroiliki/dikuasai oleh masyarakat. 

Pual38 

Seat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak 
pe!ayanan APAR dibcrikaJ1 atau sejak diterbitkan SKRD atau 
sejak dokumen yang dipersamakan diberikan. 
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BABVU 
RETRIBUSI PELAYAKAlf PAVKIR QI TBPI JALAlf UIIUJI 

Begtan Krsstn 
Nama, Obyek, clan Sabyek Ret:ribuai 

Pual 39 

Dengan nama Rctribusi Pclayanan Parkir di tepi Jalan Umum 
di pungut retnousi atas pelayanan pa.rkir di tepi jalan umum 
yang discdiakan oleh Pemerintah daerah. 

Pual40 

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah 
penyediaan pelayanan parlcir ditepi jalan umum. 

(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Sepeda Motor 
b. Kendaraan JBB < 3500 Kg 
c. Kendaraan JBB > 3500 Kg 

PuaJ.41 

Subyek Retribusi Pclayanan Parkir di tepijalan Umum adalah: 
1. Untuk Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum berlangganan 

adalah orang Pnoadi atau badan yang meromiliki 
kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah hukum 
Kabupaten Bojonegoro. 

2. Untuk Pelayanan Parkir ditepi jalan umum harian adalah 
orang pribadi atau badan selain yang tersebut pada ayat (1) 
yang mendapatkan Pelayanan Parkir ditepi jalan umum di 

· wilayah Kabupaten Bojonegoro. 

Bagian ltedna 
Cara llenplrar Tingbt Pengmall Jua 

PuaJ.42 

Tingkat Penggunaan Jasa Retnousi diukur berdasarkan 
J<Jasifikasi Jenis Kendaraan. 

Bacl•nlletlp 
Prinaip Yug Dianut D■J•m Penet■pan Struktur clan 

s-m.:,a Tarif Retrflnw 

PuaJ.43 

(1) Prins ip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 
ditetapkan: dengan memperbatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan, dan efektilitas pengendalian atas pelayanan 
terscbut. 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasi dan pemeli.baraa.n, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhat:ikall 
biaya penyediaan jasa. penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagaian biaya. 

B•gi•u Keempat 
8tnlktur den BesuaD 1vif Retribllsi 

Pual44 

Struktur besamya tarif retnl>usi ditetapkan sebagai berikut: 
1. Tarif retribusi Pelaya.oan Parkir ditepi JaJan Umum 

berlangganan untuk 1 (Satu) Tahun adalah sebagai 
berikut: 
a. Sepeda Motor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu 

rupiah); 
b. Kendaraan Bermotor beroda 4 (Empat) sebesar Rp. 

40.000,- (empat puluh nbu rupiah); 
c. Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 4 (Empat) 

sebesar Rp. 75.000,- (l'ojuh puluh lima ribu rupiah). 
2. Tarif retribusi Pelayanan Parldr ditepi jalan umum harian 

adalah sebagai berikut 
a. Kendaraan bermotor berroda 2 (Dua) sebesar 

Rp.1.000,- (Seri.bu rupiah) ; 
b. Kendaraan JBB < 3500 Kg sebesar Rp. 2.000,- (Dua 

ribu rupiah) ; 
c. Kendaraan JBB > 3500 Kg sebesar Rp. 3.000,- (Tiga 

ribu rupiah). 

Bag.ian Kelirn■ 
Illa.a den Saat Retribusi Tenatena: 

Pual 45 

(1) Masa retribusi parlcir berlanggaoao adalah batas waktu bagi 
Wajib Retnl>usi untuk memaofeatlaln pelayaoao parkir 
berlanggananyaog lamanya 1 (satu) tahun. 

(2) Masa retribusi parkir hariao adalah batas waktu bagi wajib 
retribusi untuk memaofeatkan pelayaoan parkir harian 
yang Jamaoya sama dengao jaogka waktu pelayanan parkir 
harian diberikan. 

Pual46 

(1) Saat retribusi terutang terjad:i dalam masa retribusi sejak 
pelayanan parkir di tepi jaJan umum chl>erikao atau sejak 
diterbitkan SKRD atau sejak dokwnen lain yang 
dipe'l'.'samkan diberikan. 

(2) Dolrumen lain yang dipersamkan sebagaimaoa diroaksud 
pada ayat (1) adalah karcis. 
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BABVIII 
RETRJBUSJ PEllGDDALIAII' NUARA TBLEKOIIUJOKASJ 

Begten Kesata 
1'ama, Objek, clan Sabjek Retrlbusi 

Pua1 47 

Oengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, 
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan 
ruang untuk Menara Telekomuniknsi. 

Pua1 48 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan 
memperbatilcan aspek tata ruang. tcearoanan, dan kepentingan 
uroum. 

Pua1 49 

SUbjek Retribusi Pengendalian Menara Telekorounikasi adalah 
orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan 
pengendalian menara telckornooikasi yang diberikan olch 
Pemerintah Oaerah. 

Pua1 50 

Wajib Retribusi Pcngeodalian Menara Tclekom•roikasi adalah 
orang pnl>adi atau badan yang menurut Peraturan Perundang -
Uodangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pcrobayaran 
rctribusi, termasuk pemungut atau pemotong rctribusi. 

Bagj■nK ..... • 
Cara Mengv.kar TIDgkat PeDQIUUUID Jppp 

Pua1 51 

Tingkat penggunaan jasa diulrur berdasarkan persentase 
tertentu dari nilaJ invcstasi usaha diluar tanah dan bangunan, 
atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya 
dilcaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian 
usaha/kegiatan tersebut. 

Bagj•D Jtetlp 
Pdnaip clan Suaran Dll!am Penetap■n 

St:ruktar Besunya Tari! Ret:rllnw 

Pual 52 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomnnikasi ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya perzyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengeodalian atas pelayanan tersebut. 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasi clan pemeliharaan, biaya bung;a, clan biaya modal. 

Bagi■n KeeJllpat 
Straktur clan~ Tuff RetdJnw 

Pu■! 53 

Struktur dan :besamya Tarif Retnousi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP 
bumi clan bangunan menara telekou>uoikasi 

Bagian Kelfme 
Kua clan Saat Retrilraai T«n1t■ng 

Pu■l54 

Masa retribusi yang terutang adalah batas waktu bagj Wajib 
Retribusi uotuk memanfaatkan pelayanan penyediaan ruang 
uotuk pengendalian meoara telekornuoikasi yang Jamanya 
sama dengan jangka waktu lamanya pelayanan pengendalian 
menara telckomuoikasi yang diberikan oleh Pemerintab 
Daerah. 

Pu■ISS 

Saat rctribusi terutang tcrjadi daJam masa retribusi sejak 
pelayanan peogendalian menara tclekomunikasi diberikan atau 
sejak diterbitkan SKRD. 

Be.gi■n Krenem 
ijlll Pemb■nglman lfenan. 

Pu■IS6 

(1) Setiap Pembangunan meruua harus memenuhi hal-hal 
sebaga.i berikut: 

a. wajib melengkapi dengan dokwnen ijin. 
b. Persyamtan dan prosedur dalam memperoleh · ijin 

gangguan (HO) dan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) 
mengacu pada ketentuan peraturan peruodang
uodangao yang berlaku. 

(2) Tehnis Pelaksanaan dari Peraturan ini akan tetapkan lebih 
laojut oleh Bupati 
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Ba&l•n K.ebqllh 

Penggmuuua -

Pual 5 7 

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penggunaan menara: 
a. Penyed.ia Menara dan atau Pengelola Menara diwajibkan 

untuk: 
1. memperhatikan ketentuan hukwn tentang larangan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ; 
2. mcnginformasi.k.an ketersediaan kapasitas menaranya 

kepada calon pengguna menara secara transparan ; 
3. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan 

calon pengguna menara yang lebih dahulu 
menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan 
tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara 
teknis; 

4. melaporkan penggunaan menaranya termasuk 
pembangunan ja.ringan utama dan struktur jaringan 
utama eksisting Y""g diroiliki, setiap 12 (dua betas) bulan 
sekali kepada instansi terkait. 

b. Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas 
keperoiJikan dan pcnggunaan menara yang meliputi : 
1. Pemilik Menara ; 
2. Penyedia Jasa Konstruksi ; 
3. Tahun Pembuatan Menara ; 
4. Beban Maksimum Menara ; 
5. Alamat Menara ; 
6. Koordinat Geografis ; 
7. Nomor dan Tanggal IMB; 
8. Nomor dan Tanggal HO ; 
9. Tinggi Menara ; 
10.Luas Area Site; 
11. Daya Lis1rik terpasang ; dan 
12.Data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara. 

c. Pemilik roenara wajib menyediakan dan atau 
mengalolrnsikan ketersed.iaan kapasitas menaranya untuk 
dapat diroanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan 
pemerintahan. 

BAB IX 
WJLAYAB PBIIUlfGUTAll' 

Pua1 58 

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten 
Bojonegoro. 
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BABX 
CARA PERBJTUll'GAlf JtETRIBUSI 

Pua1 59 

Besamya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan 
perkal.ian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif 
Retnl>usi yaitu 2% (dua persen) dari NJOP. 

BABXI 
SAAT RBTRIBUSI TERUTAKG 

Pua1 60 

(1) Retribusi yang terutang da1am masa retribusi terjadi sejak 
diterbitkan SKRD atau dokumen Jain yang dipersarnakao 

(2) Dokuroen Jain yang dipersamakan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (II dapat berupa karcis, kupoo, dan kartu 
langganan. 

BABXD 
PEIIIUNGUTAN RETRIBUSI JASA UllUK 

Bagleu 1teatu 
Peuenman Pem1-yaren clan Tempat Pem1-yaren 

PuaJ.61 

(I) Retribusi Jasa Umum dipuogut dengan menggunakan SKRD 
atau karcis. 

(2) Pembayaran Retribusi yang terutaog dilakukan secam tunai, 
sekaligus dan seketika. 

PuaJ.62 

(1) Pembayarao Retnl>usi Jasa Umum yang terutang 
dil"l<:saoakao rli Kas Umum Daerah 

(2) Dalam hal pembayaran retribusi Jasa Umum yang terutaog 
di tempat Jain yang ditentu.kan oleh Bupati/Kepala Daerab, 
basil pembayarao retribusi di.set.or secara bruto ke Kas 
Urnum Daerah dalam jaogka waktu 1 x 24 jam pada setiap 
hari kerja. 

(3) Setiap penerimaao atas pembayarao retribusi yang terutang 
di bukukao dan diberi Swat Setoran Retribusi Daerah 
(SSRD) sebagai tanda Bukti Pembayaran 

PuaJ.63 

Tata earn Pembayaran, penyetoran, clan tempat pembayaran 
lebih lanjut diatur da1am Peraturan Kepala Daerah 
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BAB XIII 
SAlfKSI ADIIDIISTRA1ff 

Pua!. 64 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidal< membayar tepat pada 
waktunya atau k:urang membayar, dikenakan sanksi 
ad.ministratil ben.ipa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 
bulan dari Retribusi yang ten.itang yang tidak atau kurang 
bayar dan ditagih dengan menggnnakan STRD. 

Pual. 65 

(1) Pembayaran Retnl>usi terutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Retnl>usi terutang dilunasi selambat - lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang 
yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati. 

(4) Tata cara pembayaran retnousi akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturao Bupati. 

BABXV 
PElllilFAATAlf 

Pual.66 

(I) Pemanfaatan dari penerimaan masing-niasingjenis retribusi 
dil'!amakan untuk mendanai Jreipatan yang berkaitan 
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang 
bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pnneofaet,m peoerimaan 
retribusi sebagairoana dimaksntl dalam ayat (IJ ditetapkan 
dengan Anggarao Pendapatan dan Bclaoja Daerah. 

BAB XVI 
KEBEP4.TAlf 

Pual 67 

(1) Wajib Retribusi terteotu dapat meogajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 
dokumen la.in yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diaju.kan secara tcrtulis dalam Bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika 
Wajib Retnl>usi terteotu dapat menunjukkaD bahwa jangka 
waktu itu tidal< dapat dipeouhi kareoa keadaan di luar 
kekuasaannya_ 

(4) Keadaan di luar kelmasanoy,, sebagaimanA diroaks11d pada 
ayat (3) adalah suatu keadaao yang terjadi di luar kehendak 
atau kekuasaan Wajib Retribusi. 
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(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Retribusi dan P"laksaoaao f"'DSgibao Retribusi. 

Pual 68 

(1) Atas keweoaogan yang d.imiliki, Bupati dapat memberikan 
kcrioganan, peoguraogan, dan pembebasan dalam bal - hal 
tertentu atas pokok Retribusi clan/ atau sanksioya. 

(2) Keringanan, penguraogan clan pembebasan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) diberikan deogao melihat kemampuao 
Wajib Retribusi. 

(3) Ketentuan Wajll> Retnl>usi yang dapat mengajukan 
keringanan, pengurangan, dan pembebasan sehagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturao Bupati. 

Pual 69 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulao 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima barus memberikan 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Keputusan Bupati atas kebcratan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak. atau menambah 
besamya Retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu ..-bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut diangfJ!p dikabulkao. 

Pua1 70 

(1) Jil<a pengajuan keberatan dikabulkan sebagian .atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retnl>usi dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulao untuk paling lama 12 (dua belas) bulao. 

(2) I.mbalan bunga sebagaimana dimaksnrl pada ayat (1) 
dibitung sejak bulan pehmasao sampai dengan 
diterbitkannya SKRDLB. 

BABXVD 
PENGEJIBALIAN KE! EBJH/llf PEIIBAYARAN 

Pua1 71 

(1) Atas kelebihao pembayaran Retribusi, Wajib Rctribusi dapat 
mengajukan pcrmohonan pcngembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulao, 
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksnd pada ayat (1), 
harus memberikan keputusao. 
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Pua! 73 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkiD ditagih lagi karena 
hale untuk melakukan Jl('Dag,nan ~udah kadaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagairoana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Pcraturan Bupati. 

BAB XIX 
PENI!fJAUAJI TARIF RBTRIBUSI 

Pua! 74 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling !rune 3 (tig.a) tabun 
sekall. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebageirnana dimaksud pada aya t 
( 1) dilalrukan dengan memperhatikan indeks barga dan 
perkem bangan ekonomi. 

(3) Peoetapan tarif Retribusi sebagai penmJauan tarif 
sebagaimana diroaks>td pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Pcraturan Bupati. 

BAB:XX 
INSElfl'IF PEIIUKGUTAII 

Pua1 7S 

(1) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah dapat 
diberi.kao insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana d iroaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui APBD tabun yang bcrsangkutan. 

(3) Ketentuan Jebib Janjut mengcnai tata cara pemberian dan 
pemanfaatan iosentif sebageimana dimaksnd pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. 

BABXXI 
11KE"'"'l"'Eli"'"'l"UAII PIDAllA 

Pua! 76 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sebingga roerugi.kan keuangan Daerah diancam pidana 
Jcurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 
paling banyak 3 (tiga) kali jumlab Retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana yang diroaks>td pada ayat (1) adalab 

~-
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BABXXII 
PEIIYJDIKAll 

Pual 77 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terteotu di linglrungan 
Pcmerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan peoyidikao tindak pidana di 
bidang Retribu si Daerah. 

(2) Penyidik sebagaimana diroaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat pegawai negeri sipil terteotu di Llngkungan 
Peroerintah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat oleh 
pejabat yang berweoang sesuai deogan ketentuan Peraturan 
Perunda.ng-uodaogao. 

(3) Wewenaog Peoyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. roeoeriroa, meocari, meogumpulkan, dan meoeliti 

keterangao atau laporao berkeoaan dengao tiodak 
pidana di bidang Retribusi Dacrah; 

b. meneliti. mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengeruu orang pribadi atau Badan tentaog kebenaran 
perbuatan yang dila.kukao sehubungan deog;,.n tindak 
pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta keteraogao clan bahao bukli da.ri orang pribadi 
atau badan sehubungan deogan tindak pidana di bida.ng 
Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku, catatao, clan dokumeo lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bida.ng Retribusi Daerah; 

e. melakukan peoggeledahan untuk meoda.patkan bahao 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta 
melalrukan penyitaan terhadap bahao bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli da.lam raogka pefaksaoaao 
tugas penyidikan tiodak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dao/ atau melarang seseoraog 
mMinggalkao ruangiu, atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda dao/atau dokumen yang dibawa; 

b . memotret seseoraog yang berkaitan dengan tindak pidana 
Rctribusi Dacrah; 

i. m<"ID'!Dggil orang untuk didengar keteranganoya dan 
diperiksa sebagai tersaogka atau salcsi; 

j . mengbentikan pePyidikao; dan/atau 
k. melakukao tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikao tindak pidana di bidaog Retribusi Daerah 
sesuai deogan ketentuan Peraturan Pcrunda.ng-unda.ngiu, 
yang berlaku. 

(4) Penyidik seb--.gaimana diroalamrl pada ayat (1) 
memberitabukan diroulainya penyidikao dan menyampaikan 
basil penJridikaooya kepada penuntut umum melalui 
Penyidik Pejaba1 Polisi Negara Republik Indonesia. sesuai 
dengan ketentuao yang diatur da1am Undaog-Undang 
Hukum Acara Pidana. . 
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BABXXDI 
KETEll'TUA!f l'ZRALIIIA1' 

Pua1 78 

(1) Kctentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab Ill mulai 
berlaku pada tanggal l Januari 2012. 

(2) Kelentuan scbagaimana dimaksud dalam Bab V mulai 
berlalru pada tanggal l Januari 2012. 

(3) Pada saat Pcraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang 
masih terutang berdasarkan Peratwan Daerah yang telah 
ad.a, masih dapat ditagih selama jangka waktu S (lima) 
tahun terhitung sejak saat terutang. 

BABXXIV 
KETEll'TUA!f PEiroTUP 

Pua1 79 

Pada saat Pcraturan Oaerah ini mulai berlalru, Peraturan 
Daerah dibidang rel;ribusi Ja,;a Umum dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pua.l 80 

Hal-ha! yang beium diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengcnai p,,luksunoannya akan diatur lebih lonjut 
dengan Peraturan Bupati. 

Pua1 81 

Pcraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal l Januari 
2012. 
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerab ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daemh Kabuparen Bojonegoro. 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada langgal 10 Nopembcr 2011 

Ditctapkan di Bojonegoro 
pad.a tanggal 10 Nopember 2011 
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